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ABSTRAK 

 

Ardian Majid. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem kerja kuli 

borongan di penggilingan padi (Studi kasus di Desa Sedah 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).Skripsi.Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Ilham Tanzilullah, M.H.I 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan didalam sistem 

kerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

yang berkaitan dengan waktunya pemilik usaha tidak menjelaskan waktu dengan 

jelas dan pekerja kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja 

sampai pada malam hari ditambah lagi ketika pada hari libur pekerja harus bekerja 

juga karena kebutuhan dari pemilik penggilingan padi tersebut.  

 Dari latar belakang tersebut Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

(1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja kuli borongan di 

penggilingan padi di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan 

(2) Bagaimana  tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja kuli borongan di 

penggilingan padi di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan adalah 

editing (pemeriksaan kembali data-data secara cermat), organizing (mengatur dan 

menyusun data secara sistematis) dan analiting (menganalisis data yang sudah 

sistematis dan menyimpulkan data) 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad kerja kuli 

borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo terkait akad sudah sah menurut hukum islam karena sudah memenuhi 

rukun dan syarat  sah dalam akadnya. Sedangkan dalam hal sistem kerja kuli 

borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo dalam praktiknya walaupun waktu tidak dijelaskan di awal akad tetapi 

didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar dengan upah borongan 

yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu, hari, 

minggu dan bulan sehinggu untuk sistem kerja yang ada dipenggilingan padi 

tersebut sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi ketentuan dari 

sistem kerja borongan tersebut 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia atas setiap insan 

agar bisa hidup layak dan terhormat. Dalam kegiatan sehari-hari manusia 

melakukan kegiatan ada yang dilakukan sendiri, ada juga yang dilakukan 

melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan orang lain inilah yang 

harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

Manusia sebagai makhluk sosial perlu memenuhi kebutuhan hidup demi 

kelangsungan hidupnya di dunia.
1
 

Untuk itu manusia harus bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan 

bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk muamalah yang 

terjadi  adalah kerjasama antara manusia, yaitu satu pihak sebagai penyedia 

jasa atau tenaga yang disebut kuli dalam hal ini pekerja kuli borongan, dengan 

pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan 

kompensasi berupa balasan atau upah. Dalam islam upah pekerja disebut 

Ujrah.
2
 

Menurut Hanafiah Ujrah adalah akad untuk membolehkan pemilikan 

manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan 

imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-din dan Syekh Umainas Ujrah adalah 

                                                           
1
Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka setia, 2001), 25. 

2
ibid 



 
 

 

akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 

membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
3
 

Berdasarkan definisi di atas dapat pahami bahwa upah mengupah 

adalah menjual tenaga atau kekuatan lebih tepatnya konsep Ujrah atau al-ajr 

wa al- umulah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan 

dan dibayar  oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang 

dinikmatinya. Nilai Ujrah  yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan 

dengan hadis nabi.
4
 

Dewasa ini upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah 

satu dari bagian hak pekerja atas kegiatan bermuamalah,upah sendiri tidak 

lepas dari masalah  yang tidak pernah selesai dan selalu diperdebatkan. Baik 

dari pihak pekerja maupun pihak yang memperkerjakan atau pengusaha. 

Diantara pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai hak dan  kewajiban 

yang harus mereka terimadan penuhi. 

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, 

sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan 

sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan , beban kerja, waktu, 

dan lainnya. Masalah  pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu 

pekerjaan.
5
 

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau 

minimal.Sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya. Sebab 

Ulama Hanafiyah tidak  menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, 
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Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 114. 

4
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sedangkan Ulama Syafi’iyah mensyaratkannya sebab kalau tidak dibatasi hal 

itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.  

Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan 

ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan 

pertentangan atau  konflik industrial. Tentang batasan waktu yang sangat 

tergantung pada pekejaan dan kesepakatan dalam akad.
6
 

Pada awal mulanya para sahabat melakukan akad ija>rah  dengan 

menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa (bayaran) berupa hasil 

pertanian, kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah 

sewa dengan menggunakan emas atau perak/uang. Dengan demikian akad 

ija>rah  sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah 

telah memberikan aturannya, sehingga akad ija>rah  sah dilakukan dan 

dibenarkan oleh Syariah
7
 

Ketentuan waktu berlakunya perjanjian, bila perjanjian kerja tertuju 

pada ajir khas, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila 

waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fasid), sebab faktor 

waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan 

sengketa dibelakang hari.  

Berbeda halnya ketika perjanjian kerja ditujukan pada aji>r mushtarak 

menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar 

manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti 

memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, 
                                                           

6
 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia 

2012), 191. 
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keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak 

disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian 

terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam objek perjanjian. 

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada aji>r mushtarak 

pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud,, 

yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam 

hal ini aj>ir berhak penuh atas upah yang telah ditentukan bila dapat 

menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan. 
8
 

Salah satu praktik kerja kuli borongan yang ada di penggilingan padi  

Desa Sedah  Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang mana di dalam 

sistem kerja kuli borongannya untuk sistem waktu dan pengupahannya  tidak 

disebutkan dengan jelas ketika pada awal akad, pemilik usaha tidak 

menjelaskan tentang yang berkaitan dengan batas waktu dan pengupahannya 

itu belum bisa diketahui ketika pada awal akad tersebut. besaran upahan tidak 

disebutkan diawal saat terjadi akad, upah tidak disebutkan sejak awal terkait 

berapa yang harus diterima oleh pekerja kuli borongan tersebut. Sedangkan 

untuk waktu bekerjanya sampai pada malam hari setelah semua pekejaan 

borongan itu selesai dan batas waktunya tidak diketahui dengan pasti. Dan 

untuk istirahatnya  hanya ketika pada waktu solat dan makan  dan setelah itu 

seorang kuli langsung bekerja lagi sampai pekerjaan tersebut selesai ditambah 

lagi ketika pada waktu libur pekerja harus kerja karena ada kebutuhan dari 

pemilik usaha tersebut. seorang kuli borongan  tersebut merasa keberatan 

                                                           
8
Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 289 



 
 

 

apabila bekerja harus sampai pada malam hari dan kurangnya waktu untuk 

istirahat.
9
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun tertarik 

untuk menyusun skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP SISTEM KERJA KULI BORONGAN DI 

PENGGILINGAN PADI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah suatu tahapan yang dapat mendorong dan 

dijadikan sebuah dasar dalam sebuah penelitian untuk tercapainya suatu tujuan 

penelitian. Penyusun akan menyajikan 2 rumusan masalah sebagai dasar 

dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja kuli borongan di 

penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerja kuli borongan di 

penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja kuli borongan 
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dipenggilingan padi Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. 

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerja 

kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan jenangan 

Kabupten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja 

kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengharapkan adanya suatu 

manfaat, diantaranya yaitu: 

1. Manfaat akademik  

Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian berikutnya, khususnya dalam dunia kerja kuli borongan yang 

sesuai dengan syariat islam.  

2. Manfaat terapan  

Sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum Desa Sedah 

terhadap praktik sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi saat ini. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 



 
 

 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang 

akan diangkat, yakni:  

Pertama, penelitian oleh  Afrizal Pada Tahun 2017 Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Tentang pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras 

(Studi kasus pada pabrik penggilingan padi di Desa Sukajaya Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Dalam penelitian ini yang menjadi 

masalah adalah bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi dengan beras 

di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, 

Bagaimana tinjauan Hukum islam tentang sistem pengupahan penggilingan 

padi  dengan beras di Desa sukajaya Kecamatan Katibung  Kabupaten 

Lampung Selatan. Berdasarkan penelitian dapat di kemukakan bahwa sistem 

pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya  

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung selatan  adalah praktik pengupahan 

yang dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan  di Desa Sukajaya telah 

memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana sistem pengupahan 

setiap 10 kg beras dibayar dengan 1kg beras. Tinjauan hukum islam tentang 

pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek upah mengupah yang 

sesuai dengan hukum islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat 

Desa Sukajaya, pada dasarnya praktek pengupahan penggilingan padi 

menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih 

baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak 



 
 

 

menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yag tidak diinginkan 

dan dapat merugikan kedua belah pihak.
10

 Perbedaanya terletak pada sistem 

pengupahannya padi dengan beras sedangkan yang diteliti oleh peneliti yang 

sekarang sistem pengupahan kuli borongan penggilingan padi dengan upah 

harian. Dan persamaanya sama-sama menggunakan sistem pengupahan akad 

ija>rah.  

Kedua penelitian oleh Elin Rahmawati pada tahun 2017 jurusan 

muamalah fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN) Ponorogo yang 

berjudul Tinjauan Fiqih ija>rah Terhaadap sistem Pengupahan Karyawan dan 

ganti rugi di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo. Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Menurut tinjauan fiqih ija>rah akad yang terjadi di 

rumah makan bu lis telah sesuai dengan hukum islam karena upah yang 

diketahui disini bukanlah upah yang disebutkanberapa jumlah nominal uang 

atau upah yang akan para karyawan terima melainkan hal tersebut telah 

menjadi umum karena biasanya karyawan tersebut bertanya kepada para 

karyawan yang telah lebih dahulu bekerja dirumah makan bu lis maupun dari 

pihak lain yaitu upah secara umum yang diterima  oleh karyawan rumah 

makan lainnya. Oleh sebab itulah semua syarat dan rukun ija>rah  (upah- 

mengupah) telah terpenuhi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan fiqh 

ija>rah. Menurut tinjauan fiqih ija>rah  sistem pengupahan karyawan di rumah 

makan bu lis tidak diperbolehkan karena adanya ketidakadilan dalam 
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 Afrizal dalam Skripsinya yang berjudul  “Tinjauan Hukum Islam Tentang  Pengupahan  

Penggilingan  Padi Dengan Beras”(studi kasus di pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya  

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi , Jurusan  Ekonomi Syariah, Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017 



 
 

 

pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada para karyawannya. 

Sedangkan didalam ketentuan fiqh ija>rah  harus adanya keadilan dan 

kelayakan dalam memberikan upah kepada para karyawan.  

Menurut tinjauan fiqh ija>rah  penerapan ganti rugi pembukuan 

keuangan pendapatan di rumah makan bu lis tidak semua sesuai dengan fiqh 

ija>rah  karena ketidaksesuaian pembukuan rumah makan bu lis bukanlah 

kesalahan akibat kelalaian ataupun kesengajaan dari para karyawan.
11

 

Perbedaannya di dalam sistem pengupahannya dengan sistem  ganti rugi 

apabila karyawan melakukan kesalahan akibat kelalaian sedangkan yang 

diteliti oleh peneliti sekarang sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi 

dengan upah harian. Dan persamaanya sama-sama menggunakan akad ija>rah   

Ketiga penelitian oleh Dwi Aprillia Erna pada tahun 2016 Jurusan 

Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh 

Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akad kerja penebangan 

tebu yang ada di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai 

dengan hukum islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat ija>rah. ija>rah  

Karena berdasarkan data yang ada dilapangan, menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad.  

Berdasarkan resiko-resiko yang terjadi pada penebangan tebu di Desa 

Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, maka resiko tersebut ada yang 
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 Elin Rahmawati dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqih ijarah Terhadap Sistem 

Pengupahan Karyawan dengan ganti rugi di Rumah Makan Bu lis Ngebel  Ponorogo”  Skripsi 

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017 



 
 

 

sesuai dengan hukum islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum islam . 

untuk yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah resiko yang terjadi karena 

turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga pekerjaan tambahan yang 

disebabkan karena truk terguling, yang mana kedua pekerjaan tersebut disertai 

dengan adanya kompensasi berupa upah tambahan. sedangkan yang tidak 

sesuai dengan hukum islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan 

bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, 

sehingga tebu-tebu yang terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari 

yang menyebabkan bobot tebu menyusut. Dalam hal ini tidak disertai dengan 

adanya kompensasi berupa upah tambahan.
12

 Perbedaan dan kesamaan di 

dalam penelitian terdahulu perbedaannya di dalam praktik pengupahan apabila 

ada penambahan pekerjaan maka ada kompensasi berupa upah tambahan. 

Sedangkan persamaanya sama yaitu menggunakan sistem akad ija>rah.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 

yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah 

terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Dengan kata lain, 

                                                           
12

 Dwi Aprillia Erna dalam Skripsinya yang berjudul  ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kacamatan Pitu Kabupaten Ngawi”  

Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, 2016 



 
 

 

penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. 
13

 

b. Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada 

aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara 

menyeluruh. Bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara 

ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi.
14

 

Untuk jenis  penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung terhadap pihak 

yang ditelitiuntuk memperoleh data lapangan.  

2. Kehadiran peneliti  

Untuk memperoleh informasi dan data terkaitdengan penelitian 

sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah, Kecamatan 

Jenangan, Kabupaten Ponorogo, peneliti terjun secara langsung 

dilapangan, oleh sebab itu penulis membutuhkan subyek penelitian yang 

lain yaitu orang-orang yang terkait secara langsung atau tidak langsung 

dengan sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi. Diantara orang-

orang yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak pekerja yang 

bekerja dipenggilingan padi, serta sumber-sumber lain yang dapat 

membantu penelitian ini.  
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 Lexy J, Meleong , Metode Penelitian  Kualitatif  ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2006), 33 
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 Aji Damanuri, Metodologi  Peneletian Muamalah (STAIN Po Press, 2010), 147 



 
 

 

3. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan sumber data  

a. Data  

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan 

dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, 

dokumentasi, gambar atau obyek lainnya yang ditemukan 

dilapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan 

penelitian kualitatif. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1) Data tentang akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa 

Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

2) Data tentang sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa 

Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

 

b. Sumber data  

Sumber data adalah benda, hal benda atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data. 

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli. 

Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Yaitu bapak Zubaidi 



 
 

 

selaku pemilik penggiling padi dan bapak Usman sebagai 

karyawan  

2) Sumber data sekunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan data 

primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang 

diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan 

objek yang akan diteliti. 

5. Teknik pengumpulan data 

Dala pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara yang terdiri dari: 

a. Observasi (pengamatan) 

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan 

observasi.
15

 Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

peneliti dengan dengan subjek didalam lingkungan subjek dan selama 

itu data dalam bentuk catatan dikumpulkan secara sistematis dan 

berlaku tanpa gangguan.
16

 Metode ini penyusun gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan sistem 

kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan 

jenangan Kabupaten Ponorogo.  
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b. Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan 

diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur 

dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara 

tertulis yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. 

Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan –pertanyaan, runtutannya, 

dan perumusan kata-katanya sudah ”harga mati”, artinya sudah 

ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Pertanyaan yang diajukan 

pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan.
17

 Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan 

data tentang problem sesuai rumusan masalah.  

c. Wawancara tidak berstruktur  

Wawancara tidak berstruktur adalah yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
18

 Metode ini penyusun gunakan 

untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum tentang Desa 

Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.  
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6. Analisis data   

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis 

menggunakan metode induktif, yakni mengemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset mengenai sistem kerja kuli 

borongan dipenggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo.
19

 

7. Pengecekan keabsahan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),
20

 derajat 

kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang 

dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan dengan cara: (a). Mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol yang ada hubungannya dengan sistem kerja kuli borongan 

dipenggilingan padi Desa Sedah, kemudian (b). Menelaahnya secara rinci 

sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor ditelaah sudah dipahami dengan cara yang 

biasa.  

Teknik triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu 

dengan membandingkannya dengan data yang diperoeh dari sumber lain, 
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pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan 

sering dengan menggunakan metode berlainan.
21

 Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: 

sumber, metode, penyidik dan teori. Seperti uraian teknik dan metode 

pengecekan keabsahan data diatas penulis menggunakan teknik triangulasi 

dengan memakai sumber, yang disini adalah subyek sistem kerja kuli 

borongan atau pemilik penggilingan padi diwawancara langsung. Tetapi 

tidak hanya itu penulis juga mewawancarai pihak lain yang terkait atau ada 

hubungannya dengan sistem kerja kuli borongan dipenggilingan padi Desa 

Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

Wawancara juga tidak hanya dilakukan sekali pada waktu itu saja 

melainkan beberapa kali kesempatan dan waktu dan juga dari berbagai 

sumber. Sehingga informasi dan data dapat diuji validitas dan 

keabsahannya.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam 

lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bab I  :  Pendahuluan  

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah 
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pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II  :  Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori tentang yang berkaitan dengan 

ija>rah, pengertian, syarat dan rukun, dasar hukum ija>rah dan 

berakhirnya ija>rah.  

Bab III  :  Praktik Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi 

Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo 

Bab ini berisi fakta dilapangan, membahas tentang 

diskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi 

demografis, sosial ekonomi masyarakat, keadaan sosial 

pendidikan, kondisi keagamaan Di Desa Sedah Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dan data lapangan tentang 

praktik Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa 

Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Bab IV  :  Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli 

Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah, Kecamatan 

Jenangan, Kabupaten Ponorogo 

Dalam bab ini membahas  tentang Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap  Sistem kerja kuli borongan  di Desa Sedah, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo terhadap sistem 

kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa sedah, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo 



 
 

 

Bab V  :  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan tahap akhir penelitian yang berisi 

kesimpulan dan jawaban dari pembahasan-pembahasan bab 

sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pembaca 

memahami intisari penelitian, saran-saran, penutup dan 

lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan 

penelitian ini.  

 

  



 
 

 

BAB II 

IJA>RAH 

 

A. Pengertian Ija>rah 

Al-ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-„iwad atau berarti 

ganti, dalam pengertian syara‟, al-ija>rah adalah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan  jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks 

KUHPerdata al-ija>rah disebut sebagai sewa-menyewa.
22

 

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu 

benda disebut ija>rah  al-‘ain atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah 

untuk ditempati. Bila  yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa 

dari tenaga seseorang, disebut ija>rah al-zimmah atau upah mengupah seperti 

upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur 

Arab.
23

 

Sayyid Sabiq mendefinisikan ija>rah adalah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu menyewakan 

pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidaklah sah, karena pohon bukan 

sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang 

(emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan 
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ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali 

dengan barang itu sendiri.
24

 

Taqyuddin an-Nabhani mendefenisikan ija>rah adalah pemilik jasa dari 

seorang aji>r (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang 

mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang 

aji>r. Dimana ija>rah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai 

kompensasi.
25

 

Dimyauddin Djuwaini juga mendefinisikan ija>rah bermakna jual beli 

manfaat yang merupakan makna istilah syar‟i. Al-ija>rah biasa diartikan 

sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan 

waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan atas barang.
26

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan 

ija>rah, antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Ulama Hanafiyah  

فِ  اقْ يُ قْ تعَ قْ فِ عَ  ةٍ   عَ قْ يُ قْ عَ  ةٍ   عَ قْ يُ قْ عَ  ةٍ  عَ قْ دٌ  يُ فِ قْ يُ  عَقْ فِ قْ يُ  عَ نْقْ عَ عَ     فِ عَ قْ ةٍ  ةٍ   فِ عَ  اقْ عَ قْ
 

“Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 

disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”
27

 
 

2. Ulama ash-Syafi’iyah 
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   عَ قْ يُ قْ عَ ةٍ  يُ تعَ عَ ةٍ  تعَ فِ عَ ةٍ افِ قْ عَ قْ فِ  عَ اقْ فِ تعَ عَ فِ  فِ عَ قْ ةٍ  عَ قْ يُ قْ ةٍ  ةٍ  عَ قْ يُ قْ عَ  ةٍ  عَ نْقْ عَ عَ  عَ قْ دٌ 
“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 

mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 

tertentu”
28 

 

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah  

  عَقْ فِ قْ يُ  عَ تعَ فِ فِ  عَ قْ ةٍ  يُ تعَ عَ ةٍ  يُ دَّ ةً  عَ قْ يُ قْ عَ ةً  فِ عَ قْ ةٍ 
 
“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu 

dengan pengganti”
29

 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa ija>rah dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dan upah-

mengupah. Sedangkan menurut istilah, ija>rah adalah akad atas suatu 

kemanfaatan dari suatu yang halal dalam jangka waktu tertentu yang disertai 

dengan adanya kompensasi.  

 

B. Dasar Hukum Ija>rah  

Jumhur ulama berpendapat bahwa ija>rah disyariatkan berdasarkan al-

Qur‟an, as-Sunnah dan Ijma‟.  

1. Dasar hukum ija>rah dalam Al-Qur‟an adalah 

a. Surat at-Thalaq: 6 

                 

                     

                                                           
28

 Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121. 
29

 Ibid.,122. 



 
 

 

                     

           

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. 

At-Thalaq:6) 
 

Ayat diatas merupakan dalil disyariatkannya ija>rah, yakni 

Allah Swt. Memerintah seorang ayah supaya memberikan upah 

kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah Swt. membolehkan 

mengambil upah menyusui. Ini berarti juga boleh pada pekerjaan 

lainnya yang sejenis.
30

 

b. Surat al-Baqarah: 233 
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjaka (QS al-baqarah:233).
31

 

 

Surat al-baqarah ayat 233 merupakan dalil lain 

diperbolehkannya akad ija>rah. Jika kedua orang tua sepakat untuk 

menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu dipebolehkan, 

sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada 

orang tersebut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang 

diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut 

atas jasa yang diterima.
32

 

c. Surat al-Qashas: 26 
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Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya"(QS: al-Qashas:26). 
33

 

 

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ija>rah. Ayat ini 

berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as. bertemu dengan kedua 

putrid Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as. 

Untuk diisti‟jar (disewa tenaganya atau jasa) guna mengembalakan 

domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa as. 

harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan diterimanya.
34

 

2. As-Sunnah  

a. Hadis riwayat Ibnu Majah 

  عَ قْ يُ    اعَ فِ عَ  عَ قْ عَ يُ  نْعَ قْ عَ  عَ قْ  عَفِ دَّ  عَ عَ يُ يُ 
 

“Berikanlah upah pekerja sebelum keing keringatnya” (HR. Ibn 

Majah)
35 

 

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad 

ija>rah, yakni memberikan pembayaran upah secepatnya mungkin. 

Relevansinya dengan praktik kontrak ija>rah pada saat sekarang adalah 
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adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai 

dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.
36

 

b. Hadith Riwayat Imam Muslim 

(        م) عَ عَ قْ فِ  عَ عَ دَّم   قْ عَجعَمعَ  عَ عَ قْ عَی  لْقْعَجدَّت عَ  عَ قْ عَ يُ  عَ عَ قْ نْعَ عَطعَ الله  عَ دَّ  عَ يُ قْ   
“Sesungguhnya Rasulullah Saw.  Pernah berbekam dan memberi 

upah kepada tukang bekam tersebut, dan beliau menggunakan sa‟uth 

(obat yang dimasukkan ke hidung) juga”. (HR. Muslim)
37

 

 

Hadith ini memberikan pemahaman tentang tata caa bagaimana 

kita melakukan akad ija>rah, khususnya terkait dengan jumlah upah 

sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak 

merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah 

terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang 

bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya 

untuk menghindari adanya perselisihan dan guna menjelaskan akad. 
38

 

c. Hadith Riwayat Ahmad Abu Dawud 

تعَ  عَ یعَ  ا دَّ عَ  فِیقْ  فِ عَ  ازدَّ قْعفِ  عَ تعَ  عَ فِ عَ  فِ قْ تعَ فِ  عَ قْهتعَ  نْعَ عَ عَ  نتعَ  عَ قْ عَ بِفِ كيُ تدَّ نيُكقْ فِیيُ  اقْ
     ) عَ عَ قْ فِ  عَ عَ دَّمعَ  عَ قْ ذعَافِ عَ  عَ عَ عَ عَنتعَ  عَ قْ نيُكقْ فِ عَهتعَ  فِ عَهعَبةٍ  عَ قْ فِضّ ةٍ الله صعَ یدَّ الله  عَ يُ قْ يُ 

 ( حم           
 
“Kami bisa mempersewakan tanah dengan tanaman yang tumbuh 

pada tepi-tepi sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air di 

tepinya. Kemudian Rasulullah Saw. melarang kami tentang itu, dan 
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memerintahkan kami mempersewakannya dengan emas dan perak.” 

(HR. Ahmad dan Abu Dawud)
39

 

 

Pada awal mulanya, para sahabat melakukan akad ija>rah  dengan 

menyewakan perkebunan mereka, dengan upah sewa (bayaran) berupa 

hasil pertanian, kemudian Rasulullah Saw. melarangnya dan disuruh 

mengganti upah sewa dengan menggunakan emas atau perak (uang). 

Dengan demikian, akad ija>rah sebenarnya telah dipraktikkan pada 

zaman sahabat dan Rasulullah Saw. telah memberikan aturannya, 

sehingga akad ija>rah  sah dilakukan dan dibenarkan oleh Syari‟ah. 
40

 

3. Ijma‟  

Ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi tidak mungkin 

menyebutkan secara terperinci tentang hukum ija>rah hingga mencakup 

segala seginya. Oleh karenanya, untuk memperoleh ketentuan-ketentuan 

hukum ija>rah  yang mencakup segala aspek yang diperlukan haus ada 

usaha pemikiran para ulam yang disebut ijtihad. Adapun dasar dari ijma‟ 

adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi‟in dan imam yang 

empat sepakat disyari‟atkannya ija>rah. 
41  

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Dalam akad ija>rah diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya 

harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah itu bisa dianggap 

sah atau tidak.  
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1. Rukun ija>rah   

a. Muta’ a >qidayn (Mu’jir dan Musta’jir, dua pihak yang melakukan 

tansaksi), 

b. Sighat (Ija>b dan qabu>l), 

c. Ujrah (haga sewa), 

d. Ma’uqu >d’alayh (manfaat yang ditransaksikan) 

2. Syarat ija>rah   

a. Muta’a >qidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) 

Menurut ulama‟ Syafi‟iyah dan Hanabillah Mu‟jir dan 

Musta‟jir telah baliqh dab berakal. Hanafiyah dan Malikiyah 

berpendapat kedua oang yang berakad itu tidak harus  mencapai usia 

baliqh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad 

ija>rah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayiz 

melakukan akad ija>rah terhadap harta atau dirinya. Maka akad itu baru 

dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. 
42

 

Bagi orang yang berakad ija>rah juga disyariatkan mengetahui 

manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang 

itu sendiri, untuk kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, 

menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau 

kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.
43
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b. Sighat (ija>b dan qabu>l)  

Sighat dapat dilakukan denga cara lisan, tulisan, atau isyarat 

yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan 

qabul. 
44

 Sighat ija>b dan qabu>l antara mu’jir dan musta’jir,ija>b qabu>l 

sewa menyewa dan upah-mengupah, ija>b dan qabu>l sewa menyewa 

misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000”, 

maka musta’jir menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan 

harga demikian setiap hari”. Ija>b dan qabu>l upah mengupah misalnya 

seseorang bekata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli 

dengan upah setiap hari Rp. 5000”, kemudian musta’jir menjawab 

“Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau 

ucapkan”. Jika muta’a>qidayn mengerti maksud lafal sighat, maka 

ija>rah telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari’. 45
 

c. Ujrah (haga sewa) 

Ujrah (haga sewa)/upah disyariatkan diketahui jumlahnya oleh 

kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-

mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib 

membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang 

yang ahli dibidangnya.
46

 

Islam mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah 

(upah) sebagai berikut: 
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1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus 

dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah 

(ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama‟ akan 

tetapi ulama‟ Malikiyah menetapkan keabsahan ija>rah tersebut 

sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui 

berdasarkan adat kebiasaan.  

2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu 

pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan 

dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan 

dapat mengantarkan pada praktik riba. 

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama‟ fiqh membolehkan 

mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu 

merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak 

mereka terima.
47

 

Pendapat ulama‟ tentang sistem pembayaran upah antara lain: 

1. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, 

minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini 

pekerjaan tidak dilakukan dengan berburu-buru, sehingga akan 

diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk 

pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. 

Sedangkan kerugiaannya orang yang rajin bekerja akan sama 

besar upahnya dengan orang yang malas.  
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2. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya 

pekerjaan. Kebalikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan 

mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang  

malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan 

besar upah. 

3. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau 

menghilangakan keburukan-keburukan yang ada pada sistem 

upah waktu dan upah borongan.
48

 

Di dalam fiqih mu‟amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi 

dua: 

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang 

sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 

kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
49

 

2. Upah yang sepadan (ajru mithli) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya 

(profesi kerja) jika akad ija>rahnya telah menyebutkan jasa 

(manfaat) kerjanya. 

Dilihat dari segi objeknya, akad ija>rah dibagi menjadi dua: 

1. Ija>rah manfaat (al-ija>rah al-manfa’ah), misalnya sewa-menyewa 

rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu’ajir 

mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda 
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tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajir 

mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir, dan musta’jir 

mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat benda 

itu diperbolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama 

fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.  

2. Ija>rah yang bersifat pekerjaan (al-ija>rah ‘ala> al-a’mal) ialah 

dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan. Ija>rah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh 

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang 

jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang 

mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian 

musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau 

jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’ajir mendapatkan upah 

atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta’jir mendapatkan 

tenaga atau jasa dari mu’ajir.50
 

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan 

lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai 

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum 

dalam ketentuan Al-Qur‟an yang berkaitan dengan penentuan upah 

kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90:  
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan (Q.s an-Nahl ayat 90).
51

 

 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada para pemberi 

pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para 

pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja 

tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena 

jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh 

karena itu maka kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan 

pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.
52

 

d. Ma‟uqud „alayh (manfaat yang ditransaksikan) 

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam 

upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan 

beberapa syarat: 

1. Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.  
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2. Hendaknya yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah 

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaannya(khusus dalam sewa-menyewa). 

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut syara‟, bukan hal yang dilarang (diharamkan). 

Para ulama fiqih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang 

untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam 

tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk 

dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sew-

menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat.  

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ayn (zat) hingga waktu 

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
53

 

Sementara itu syarat sahnya ija>rah menurut Sayid Sabiq adalah 

sebagai berikut: 

a. Kerelaan dua pihak yang berakad. 

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan.  

c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat 

dimanfaatkan kegunaanya menurut syara‟ 

d. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan 

(manfaat). 

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
54
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D. Macam-macam Ija>rah 

Dilihat dari segi objeknya, akad ija>rah dibagi oleh ulama fiqih menjadi 

dua macam, yaitu:
55

 

1. Ija>rah ‘ala > al-manafi’ 

Ija>rah ‘ala > al-manafi‟, yaitu ija>rah yang objek akadnya adalah 

manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk 

dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ija>rah ini tidak 

dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan yang dilarang oleh syara’. 

Para ulama‟ berbeda pendapat mengenai kapan akad ija>rah ini 

dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ija>rah 

dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. 

Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki 

oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat 

dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. 

Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 

ija>rah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ija>rah terjadi. Karena 

itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad 

ija>rah terjadi. Karena akad ija>rah memiliki sasaran, manfaat dari benda 

yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk 

memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat 
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meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak 

menggangu dan merusak barang yang disewakan.
56

 

2. Ija>rah „ala> al-‘amal ija>rah 

Ija>rah ‘ala > al-amal ija<rah, yaitu ija>rah yang objek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ija>rah 

ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, 

pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (aji>r).  

Aji>r dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aji>r khas dan aji>r 

mushtarak. Pengertian aji>r kha>s adalah pekerjaan atau buruh yang 

melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah 

ditentukan, seperti pembantu rumah tangga dan supir. 
57

Adapun ajir 

mushtarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak 

terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, 

bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara 

dan konsultan.  

Pembagian aji>r  seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung 

jawab masing-masing.
58

 Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat 

pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi 

tanggung jawabnya. Akan tetapi ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa 

apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena 

kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila 
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kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut 

kesepakatan ahli fiqih, ia wajib membaya ganti rugi. Misalnya, sebuah 

piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. 

Dalam kasus seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena 

pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya. 

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukar jahit dan 

tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang 

yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, 

maka ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap 

kerusakan tersebut. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Hudail bin Qais al-Kafi 

(w. 158 H/775 M, ahli fiqih), ulama Mazhab dan Syafi‟i berpendapat 

bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan 

kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka itu tidak dituntut 

ganti rugi bang yang rusak. Imam abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-

Syaibani (kedua sahabat Imam Abu Hanifah) dan salah satu riwayat dari 

Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa penjual jasa untuk 

kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang 

dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di 

luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau 

kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat 

pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan 

binatu, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik disengaja maupun 



 
 

 

tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab 

mereka dan wajib mereka ganti.
59

 

 

E. Ketentuan Hukum ija>rah  

1. Ketentuan dan waktu berlakunya perjanjian. 

Bila perjanjian kerja tertuju pada aji>r kha>s, lama waktu perjanjian 

harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian 

dipandang rusak (fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut 

menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.  

Beberapa halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada aji>r 

musytarak, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan 

guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu 

panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang 

demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila 

ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid. 

Karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam 

objek perjanjian.  

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada aji>r musytarak 

pada umunya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang 

dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang 

dibayarkan. Dalam hal ini aji>r berhak penuh atas upah yang telah 
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ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah 

ditentukan pula.
60

 

2. Pembayaran Harga Sewa  

Menurut Mazhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau 

ongkos secara ditempokan, sebagaimanakah keadaannya. Baik berupa 

benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang 

disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah 

dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu 

terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara 

berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.
61

 

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan 

mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan 

waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. 

Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian 

masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.
62

 Jika akad 

suatu ija>rah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah 

berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan 

tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam 

Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang 

diterima.  
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Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad “Sesungguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan(musta’jir) maka ia 

berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki 

kegunaan (manfaat) dengan sistem ija>rah dan ia wajib menyerahkan 

bayaran agar dapat menerima ‘ain (agar ‘ain dapat diserahkan 

kepadanya).
63

 

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa 

dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu 

ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau dibayar angsur dalam jangka 

waktu tertentu. Oleh karenanya musta’jir tidak diwajibkan membayar 

harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat 

demikian dalam akad.
64

 

Dalam hal ini terdapat peryaratan membayar harga sewa lebih, 

penyewa (musta’jir) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian 

disetujui, dan mu’jir  tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga 

sewa dipenuhi. Bila musta’jir tidak memenuhi harga sewa yang telah 

ditentukan, mu’jir dapat membatalkan perjanjian yang telah diadakan.
65

 

Syarat pembayaran harga sewa yang telah ditentukan dalam 

perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran  upah 

dalam perjanjian kerja. Bila syarat perjanjian kerja adalah didahulukan, 

maka sebaliknya, mu’jir wajib menyerahkan barang sewa setelah 
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perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka 

perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.
66

 

3. Hak Atas Upah 

Bagi ajir berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah 

menyerahkan dirinya atas musta’jir, dalam waktu berlakunya perjanjian 

itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang 

pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat aji>r 

menyerahkan diri kepada musta’jir itu dalam keadaan yang 

memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang maksud. Dengan 

demikian bila aji>r datang dan menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan 

tidak  memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka 

tidak atas upah yang ditentukan.
67

 

Apakah musta’jir  tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam 

waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah 

penuh kepada aji>r, kecuali bila pada diri pada diri aji>r terdapat halangan 

yang memungkinkan musta’jir membatalkan perjanjian, misalnya aji>r 

dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai 

dengan isi perjanjian tersebut.
68

 

Menurut sayyid sabiq dalam fiqih al-sunnah disebutkan bahwa hak 

menerima perjanjian upah itu apabila: 
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a. Selesai bekerja  

Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw. 

bersabda “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum kering 

keringatnya”  

b. Mengalirnya ija>rah, jika ija>rah itu untuk barang. 

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia 

mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak 

terpenuhi keseluruhannya.  

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan 

dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat 

pembayaran.
69

 

F. Hak dan Kewajiban Para Pekerja  

Perjanjian/ akad, termasuk akad upah mengupah/ ija>rah menimbulkan 

hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak 

dan kewajiban para pekerja dalam ija>rah.
70

 

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh 

pemberi kerja adalah sebagai berikut: 

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan  

2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian 

3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan 
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4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang 

dialami oleh pekerja  dalam melakukan pekerjaan.  

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut: 

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan 

tersebut merupakan pekerjaan yang khas. 

2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian 

3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti 

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 

dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, 

hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.  

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan 

tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan. Adanya 

wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal 

tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang 

dirugikan.
71

 

 

G. Sistem Pengupahan Dalam Pekerjaan Yang Besifat Material  

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu 

ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai 

berikut.  

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang besifat keterampilan teknis, 

contoh, pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, 
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pekerjaan di poyek-poyek yang besifat fisik, dan pekerjaan di bidang 

industri mekanik lainnya. 

2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang besifat hubungan kemanusiaan, 

seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya. 

3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang besifat penataan dan 

pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer 

produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.  

4. Kompensasi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, 

dosen, guru, dan sebagainya.  

Dalam parktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, 

sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur  upah, 

dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, 

waktu, dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tegantung jenis, dan waktu 

pekerjaan.  

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. 

Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama 

Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan 

ulama Syafi‟iyah mensyaratkanya sebab kalau tidak dibatasi hal ini 

menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi. 

Penjelasan tentang  jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika 

merekrut tenaga kerja,  sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau 



 
 

 

konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan 

dan kesepakatan dalam akad.
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H. Sistem Upah Kerja Borongan 

Kerja borongan adalah sebuah jenis pekerjaan di mana pekerjaan 

dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuan yang 

diproduksi atau tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, 

minggu, bulan) penerapan sistem dimana para pekerja dibayar berdasarkan 

jumlah barang yang harus dikerjakan.  

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk 

memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya yang terpenting 

adalah: 

a. Upah menurut prestasi (upah potongan) 

Dengan cara ini besarnya karya langsung dikaitkan dengan prestasi 

kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang 

dicapai dalam waktu tertentu cara ini hanya dapat di terapkan kalau hasil 

kerja dapat diukur secara kuantitatif. 

b. Upah waktu  

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja 

melakukan pekerjaan bagi majikan bisa dihitung perjam perhari seminggu 

dan sebulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang 

hasilnya sulit dihitung perpotong cara ini memungkinkan mutu pekerjaan 
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yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa tetapi perlu pengawasan dan 

regulasi untuk mmemastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam 

kerja. 

c. Upah borongan  

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu 

pekerjaan yang diborongkan cara memperhitungkan upah ini kerap kali di 

pakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja 

untk seluruh pekerjaan di tentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagi-

bagikan  antara para pekerja. 

d. Upah premi  

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah 

borongan upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah 

hasil, apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu ia 

diberi premi, premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan 

waktu dan bahan baku kwalitas produk yang baik dan lain sebagainya.
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BAB III 

PRAKTIK SISTEM KERJA KULI BORONGAN DI PENGGILINGAN 

PADI DESA SEDAH KECAMATAN JENANGAN  

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Desa Sedah 

1. Keadaan Geografis 

Desa Sedah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Jenangan Kabupaten ponorogo. Luas Desa Sedah adalah 187 ha. Desa 

Sedah berada sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. 

Mengenai letak geografis desa Sedah berbatasan dengan: 

Tabel 1 Batas wilayah Desa Sedah adalah sebagai berikut:  

Letak Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara  Kradinan Delopo 

Sebelah Selatan  Panjeng Jenangan 

Sebelah Timur  Sraten Jenangan 

Sebelah Barat  Ngrupit Jenangan 

Sumber: Data Kependudukan Desa Sedah 2019.
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Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kradinan Kecamatan 

Jenangan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panjeng Kecamatan 

Jenangan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sraten Kecamatan 

Jenangan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngrupit Kecamatan 
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Jenangan. Desa Sedah terbagi menjadi empat dusun. Empat dusun tersebut 

adalah :  

a. Sidorejo 

b. Krajan 

c. Gundi 

d. Jasem  

2. Keadaan Sosial ekonomi  

Desa Sedah Kecamatan Jenangan secara umum tingkat 

perekonomiannya bisa dikatakan sebagai desa yang memiliki tingkat 

ekonomi yang baik mayoritas penduduk Desa Sedah bermata pencarian 

sebagai petani dan buruh hal ini didukung dengan kontur tanah yang subur 

dan lahan pertanian yang luas sehingga sebagian besar masyarakat desa 

Sedah bermata pencarian sebagai petani dan buruh. Selain bekerja 

dibidang pertanian ada juga sebagian masyarakat Desa Sedah yang 

berprofesi sebagai pegawai negeri maupun swasta. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 2  Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Sedah 
No Mata pencarian Jumlah 

1 Petani  425 

2 Buruh tani 350 

3 Swasta  330 

4 PNS 17 

5 TNI/POLRI 9 

6 Pelajar & balita  789 

 Jumlah Total  1920 

Sumber: Data Kependudukan Desa sedah 2019
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3. Keadaan sosial –pendidikan  

Dalam bidang pendidikan, Desa Sedah tergolong mempunyai 

tingkat pendidikan yang cukup. Hal ini terlihat bahwa hampir semua orang 

di Desa Sedah dapat mengenyam pendidikan dengan tingkat kelulusan 

yang beragam. Hal ini diperoleh dari dokumen desa pada tahun 2019, dan 

lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3  Jumlah Tamat Pendidikan Umum 

No Tamat Pendidikan umum Jumlah 

1 SD 300 

2 SLTP 140 

3 SLTA 300 

4 SARJANA 50 

 Sumber: Data Kependudukan Desa Sedah 2019
76

 

 
4. Keadaan sosial-keagamaan 

Penduduk yang ada di Desa Sedah mayoritas beragama islam. 

Mereka selalu taat dalam menjalankan perintah agama  yakni dengan 

mengadakan pengajian-pengajian umum pada hari-hari besar agama. 

Pengajian dilakukan pada setiap hari-hari tertentu sesuai dengan 

lingkungan jama‟ah masing-masing yaitu yasinanyang diikuti oleh bapak-

bapak dan remaja laki-laki yang dilakukan secara bergantian pada rumah-

rumah para anggota jam‟ah tersebut. Sedangkan untuk ibu-ibu diadakan 

pengajian rutinan yang diadakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan 

lingkungan jama‟ah masing-masing desa.  
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Untuk mendukung syiar agama islam, maka di Desa Sedah sudah 

tersedia beberapa sarana ibadah. Adapun sarana yang tersedia adalah:  

Tabel 4 Sarana Ibadah 
 

No Sarana Jumlah 

1 Masjid 5 

2 Mushola 10 

3 Madrasah 3 

 

5. Profil  Penggilingan Padi Desa Sedah  

Kerja kuli borongan dipenggilingan padi Empat Jaya yang akan 

dilakukan penelitian dalam skripsi ini barada di penggilinga padi Empat 

Jaya di Desa sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Penggilingan padi Empat Jaya merupakan kegiatan usaha dagang yang 

bergerak didalam pengolahan padi menjadi beras yang berada di Desa 

sedah Kecamatan Jenangan tepatnya di Dusun Jasem kurang lebih 3 Km 

dari Kecamatan Jenangan dan berada tepat dijalan Raya Mlilir Ngebel. 

Empat Jaya dapat dikatakan sebagai usaha dagang terbesar didaerah 

tersebut, dikarenakan usaha tersebut lebih besar dibandingkan usaha 

dagang lainnya yang ada ditempat tersebut. Sehingga usaha tersebut lebih 

maju dan lebih besar dibandingkan dengan usaha-usaha yang sama 

lainnya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Zubaidi sebagai pemilik 

penggilingan padi Empat Jaya. 

“Usaha ini sudah berdiri sudah lumayan sejak lama mas,   

memulai usaha  pada tahun 1995 yang pada awalnya yang hanya 

membeli gabah keliling saja dan pada akhirnya saya itu punya 

keinginan mempunyai penggilingan padi dan alhamdulillah saya 

bisa mendirikan   penggilingan padi pada tahun 2002 didirikan oleh 



 
 

 

saya sendiri bapak Zubaidi yang berada di Dusun Jasem Desa 

sedah Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Pada awalnya 

penggilingan padi ini belum sebesar seperti sekarang ini mas dan 

dulu itu masih menggunakan disel belum menggunakan listik 

seperti sekarang ini”.
77

 

 

Penggilingan padi Empat Jaya sudah berdiri sejak lama hampir 

kurang lebih 19 tahunan, Pada awalnya penggilingan padi ini merupakan 

usaha kecil yang hanya bergerak disebuah desa dengan kapasitas giling 7 

ton perhari dan masih menggunakan mesin disel dan memiliki 4 karyawan 

dan berjalan sampai pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 mengingat 

perkembangan hasil padi dari petani yang semakin tinggi dan jumlah 

permintaan akan beras yang semakin meningkat dan pada akhirny  

berpindah menggunakan listik dan tidak lagi menggunakan disel untuk 

penyelepan gabah dan menambah karyawan yang pada awalnya 4 menjadi 

7 karyawan. Penggilingan padi Empat Jaya ini semakin berkembang   dan 

dapat menampung seluruh padi dari petani dari gabah yang basah sampai 

gabah yang kering sehingga penggilingan padi Empat Jaya bisa 

menggiling padi sampai 65 ton perhari. Pada tahun  2019 penggilingan 

padi Empat Jaya memulai membuka pabik penggilingan padi yang 

gunanya untuk mengeringkan /openan padi  yang ketika dari petani gabah 

tesebut masih basah langsung bisa ditampung dan kemudiian di open 

sebelum gabah tersebut digiling, Dan untuk wilayah pengiriman yaitu 

jakarta, bandung, jogja malang, lumajang, madura dan banyuwangi.  
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B. Akad Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan  

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Akad adalah salah satu inti dari salah satu proses berlangsungnya  

antara pekerja kuli dengan pemilik usaha. Karena pekerja kuli dengan pemilik 

usaha tidak akan berjalan jika tanpa adanya akad terlebih dahulu. Akad 

sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara para pihak yang melakukan 

akad antara pekerja kuli dan pemilik usaha penggilingan padi tersebut. 

Adapaun akad antara pekerja kuli dan pemilik usaha penggilinga padi Empat 

Jaya di Desa Sedah yang akan diteliti oleh peneliti kali ini ialah akad kuli 

borongan dengan pemilik usaha penggilingan padi Empat Jaya sebagaimana 

dijelaskan oleh bapak Zubaidi selaku pemilik usaha penggilingan padi Empat 

Jaya.  

“Bapak Zubaidi menjelaskan bahwa: Proses perjanjian kerja kuli 

borongan awalnya kuli borongan biasanya datang ke tempat pemilik 

pengusaha penggilingan padi di situ kuli borongan mengatakan 

maksud kedatangannya tersebut. Kuli borongan mengatakan bahwa 

kalau maksud kedatangannya untuk meminta pekerjaan. Menurut 

bapak Zubaidi  biasanya kuli borongan mengatakan kuang lebihnya 

“pak saya ke sini tadi mau minta untuk bekerja disini, apakah masih 

ada pekerjaan untuk saya?” kurang lebihnya begitu kalimat yang 

disampaikan kuli borongan tersebut. Kalau tidak seperti itu terkadang 

pemilik penggilingan tersebut menyuruh kuli yang sudah lama untuk 

mencarikan pekerja baru ketika salah satu kuli borongan ada yang 

keluar atau sudah tidak bekerja lagi. Kemudian beliau menambahkan 

lagi,  bahwa akad ini tidak ada kontak secaa tetulis mas jadi hanya 

secaa lisan saja pinsipnya kami saling pecaya saja mas”. 
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Dalam akad kuli borongan antara pemilik penggilingan padi Empat 

Jaya dengan kuli yang dijelaskan oleh bapak Zubaidi yaitu menggunakan akad 
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secara lisan dan menggunakan prinsip saling percaya, selanjutnya disampaikan 

oleh ibu Misti sebagai isti dari bapak Zubaidi  

“Gini mas setelah kuli borongan tersebut menyampaikan 

maksud kedatangannya kepada kami kemudian sebagai pemilik 

penggilingan padi ini kami menerima untuk bekerja dengan catatan 

apabila usaha kami ini masih membutuhkan tenaga kerja, selanjutnya 

ibu Misti ini menjelaskan tentang yang berkaitan dengan pekerjaan 

yang akan  dikerjakan oleh kuli borongan tersebut dan menjelaskan 

tentang pekerjaan yang harus dikerjakannya sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh penggiligan padi sesuai dengan  posisi yang 

dibutuhkan oleh masing-masing posisi pekerjaan. Dan untuk 

mengenai pengupahan dari kami belum bisa menjelaskan berapa 

jumlah upah borongan  yang akan diterima oleh para kuli borongan 

tersebut karena upah borongan disetiap harinya tidak  sama semua 

tegantung dari pekejaan sesuai dengan  kebutuhan pemintaan 

pemesanan yang ada,  jika pesanan dari pihak luar banyak maka upah 

borongannya juga banyak dan begitu sebaliknya”.
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Lebih lanjutnya dijelaskan oleh Bapak Aziz beliau juga seorang kuli di 

penggilingan padi Empat Jaya terkait dengan pengupahan kuli ini dijelaskan 

bahwa:  

“Untuk mengenai pengupahan dipenggilingan padi Empat Jaya 

ini  ya mas disini itu mengenai pengupahannya itu ada beberapa jenis 

pengupahan salah satunya saya itu masuk jenis pengupahan harian dan 

borongan kalau diborongan itu biasanya dalam satu hari itu saya bisa 

mendapatkan upah 150 ribu sampai 250 ribu terkadang bisa lebih, 

itupun  tergantung dari borongannya juga  banyak apa tidak jika 

borongannya itu banyak maka secara otomatis banyak pula upah yang 

akan saya dapatkan tetapi ya pulangnya harus sampai pada malam 

hari,  itu yang sedikit menjadi beban dan tekanan mas soalnya saya 

bekerja disini itu sejak pagi hari dan harus sampai pada malam hari 

tapi ya harus bagaimana lagi karena kebutuhan yang ada 

dipenggilingan padi ini harus seperti itu jadi ya harus dijalankan 

dengan sebaik mungkin”.
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Hal serupa diungkapkan oleh bapak Usman yang merupakan seorang 

kuli yang bekerja dipenggilingan padi Empat Jaya yang berkaitan dengan 

pengupahan kuli harian dan borongan  

“Sebagaimana penjelasan bapak Usman selaku kuli borongan 

terkait mengenai pengupahan dipenggilingan padi Empat Jaya bahwa 

untuk upah kuli borongan dan harian itu tidak sama mas tetapi orang 

yang menjadi kulinya itu sama maka dari itu ketika jam kerja harian 

saya itu habis maka selanjutnya saya harus langsung masuk pada jam 

kerja borongan dan itu biasanya waktunya sudah masuk pada sore hari 

setelah sholat asar sampai pada malam hari,  jadi kerja saya disini itu 

harian dan borongan mas ketika saya kerja harian saja juga tidak bisa 

kerena terbatasnya kuli yang sudah biasa kerja disini karena mencari 

kuli yang sudah paham dengan situasi dipenggilingan padi disini ya 

lumayan sulit juga mas karena beban yang dikerjakan disini itu berat 

tidak semua orang bisa dan mampu karena yang digunakan itu tenaga 

kalau belum biasa ya bisa sakit semua badanya tetapi kalau sudah 

biasa ya tidak apa-apa karena sudah biasa sepeti itu mas”.
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Dalam akad pemilik usaha penggilingan padi Empat jaya dengan 

seorang kuli meskipun kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan diawal 

akad bahwa akan menjalankan segala ketentuan yang ada didalam perjanjian. 

Namun setelah peneliti menggali informasi secara mendalam terdapat seorang 

kuli tersebut merasa keberatan terhadap parktik yang ada dilapangan mengenai 

jam kerja dan beban pekerjaan yang harus dijalankan oleh kuli borongan 

tersebut. 

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan penelitian  

menyimpulkan bahwa dalam akad perjanjian antara pemilik penggilingan padi 

Empat Jaya dengan kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten ponorogo menggunakan akad kerja yang mana dalam akad tersebut 
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tidak menggunakan akad perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad 

secara lisan dan saling percaya dan tolong menolong antara pemilik usaha 

penggilingan padi Empat Jaya dengan kuli borongan sudah saling disepakati 

dan sudah ridha antara kedua belah pihak, kemudian pemilik usaha 

berkewajiban untuk menjamin semua kuli yang bekerja dipenggilingan padi 

Empat Jaya dan begitu juga sebagai seorang kuli berkewajiban juga untuk 

bekerja dengan sebaik mungkin terhadap kepercayaan yang telah diterima. 

 

C. Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi Desa Sedah 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Kerja merupakan suatu kagiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

di dalam kehidupan sehari-hari dan setiap manusia mempunyai pekerjaan 

tidak sama dengan yang lainya salah satunya seperti yang bekerja 

dipenggilingan padi Empat Jaya, dan untuk memperlancar pekerjaan pemilik 

usaha ini membagi pekerjaan tersebut terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

1.  Bagian pembongkaran dan muat yang dimaksud dengan pembongkaran 

dan muat ialah membongkar padi dari  penjual  ke tempat penampungan 

padi yang ada dan muat beras kemasan ketika pesanan datang 

2. Bagian penggilingan  yang dimaksud dengan penggilingan ialah biasanya 

pekerja melakukan penggilingan setelah pembongkaran padi pada tempat 

penampungan penggilingan padi  

3. Bagian Perkatulan/limbah yang dimaksud dengan perkatulan yaitu 

biasanya padi masuk pada penggilingan akan perpisah antara kulit padi 



 
 

 

dan beras setelah berpisah padi yang menjadi beras akan mengeluarkan 

katul/limbah  dengan melalui poses –poses penggilingan atau istilahnya 

poles yang memisahkan antara beras, limbah merambut dan limbah katul.  

4. Bagian penimbangan setelah melalui poses penggilingan padi untuk 

menjadi beras,  beras akan masuk pada penampungan dan akan ditimbang 

sesui permintaan  pasar atau konsumen.  

Walaupun sudah ada dan memiliki bagian masing-masing tetapi 

didalam praktiknya kuli borongan tersebut terkadang kuli yang bekerja di 

bagian penggilingan diberikan tugas di bagian perkatulan dan penimbangan 

dan selalu begitu seorang kuli tesebut merasa keberatan ketika harus bekerja 

di banyak posisi dan semua itu atas perintah pemilik usaha sebagaimana 

yang dikatakan oleh bapak  Sanusi 

“Sebenarnya bagian perkatulan ini bukan bagian saya mas tetapi 

bagian kuli yang lainya, tetapi karena ada sesuatu yang mendesak dan 

terkadang yang dibagian tersebut sedang izin tidak masuk kerja dan 

pada akhirnya saya yang bekerja dibagian yang seharusnya bukan 

bagian saya, siap tidak siap ya harus siap mas karena itu perintah dari 

pemilik usaha, saya sebagai kuli ya harus menjalankan pekerjaan saya 

dengan sebaik mungkin walaupun itu semua lumayan menguras 

tenaga dan saya merasa tertekan karena harus bekerja dibanyak bagian 

dan karena yang dihadapi itu mesin semua jadi ya harus mengikuti 

mesin tersebut dan itu rasa capeknya sangat terasa”.
82

 

 

Untuk para pekerja yang bekerja di penggilingan padi Empat Jaya 

wajib bekerja 9 jam setiap harinya itu belum termasuk borongan dan 

lemburan. Pekerja  mulai masuk kerja mulai pukul 07: 00 sampai pukul  17: 

00 setelahnya masuk lemburan dan borongan. Kuli bekerja sesuai dengan 
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pembagiannya masing-masing yaitu bagian pembongkaran dan muat, 

penggilingan, perkatulan atau limbah dan dibagian penimbangan 

sebagaimana yang dijelaskan bapak Zubaidi 

“Disini para pekerja wajib bekerja 9 jam mas setiap harinya 

dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 17.00 dan hanya istirahat 

diantara pukul 12.00 sampai pukul 13.00 itu bisa digunakan untuk 

makan siang dan sholat dan untuk selebihnya dari itu tidak ada waktu 

istirahat karena mengingat banyaknya pesanan dari konsumen yang 

begitu banyak dan mengejar waktu dan saya dan kuli lainnya harus  

bekerja sampai pekerjaanya selesai yaitu pada malam hari tetapi 

setelah pukul 17:00 itu bentuk pengupahannya sudah beda mas itu 

masuk pada pengupahan borongan dan lemburan tetapi untuk 

pekerjanya orangnya tetap sama seperti yang bekerja dari pagi sampai 

sore dan ditambah lagi setelah itu yaitu sampai pada pukul 21:00 itu 

paling lambat tegantung dari pesanan konsumen dan pasar”. 
83

 
 

Dan terkadang kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika ada 

panggilan kerja dari pemilik usaha tersebut sedangkan ketika panggilan 

tersebut masuk pada hari libur yaitu pada hari minggu sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak Anto 

“Sebenarnya saya itu sangat keberatan mas ketika pada hari 

minggu itu harus masuk kerja sedangkan hari minggu aslinya hari 

libur dan bisa saya gunakan untuk istirahat karena satu minggu 

liburnya hanya hari minggu dan setiapa harinya pulanganya juga 

sampai pada malam hari itu sangat menguasa tenaga mas ketika ada 

panggilan dari pemilik usaha ketika saya merasa kebeatan ya saya 

katakana tidak biasa dan saya katakana kepada pemilik usaha  untuk 

menghubungi kuli yang lain”.
84

 
 

Sedangkan dari pemilik usaha juga merasa kasian juga sama para 

pekerja ketika pada hari libur harus masuk kerja sedangkan hari tersebut 

merupakan hari untuk istirahat kaena sudah bekerja setiapa hari 

sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Zubaidi 
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“Gimana ya mas sebenarnya saya juga merasa kasian juga ketika 

pada hari minggu harus memanggil pekerja untuk bekerja karena itu  

terkadang yang datang dan yang mau ngambil beras itu dari jauh mau 

nolak ya tidak enak juga karena biasanya yang ngambil beras ketika 

hari minggu itu dari Madura dan Lumajang kan ya kasian juga ketika 

saya menolak dan akhirnya saya usahakan saya carikan kuli untuk 

muat beras walaupun sulit juga mencari kuli karena masuk hari libur, 

sebenarnya hanya muat beras kemasan  aja didalam truk  setelah itu ya 

sudah selesai tetapi ya jumlah tonya ya lumayan banyak”.
85

 

 

Lebih lanjut mengenai biaya pengupahan kuli borongan disampaikan 

oleh bapak Anto tentang pengupahan kuli borongan yang ada 

dipenggilingan padi Empat Jaya 

“Dan untuk mengenai upah borongan itu belum pasti mas di 

dalam setiap harinya kuli itu mendapatkan berapa karena setiap 

harinya itu tidak sama boonganya berapa banyak yang akan saya 

kerjakan itu tergantung dari permintaan konsumen dan pasar dan 

apabila pesanan dari konsumen itu banyak maka banyak pula upah 

yang akan saya dapatkan, biasanya pembayaran pengupahannya itu 

dihitung dari hitungan ton mas kalau sekarang untuk 1 tonnya itu 15 

ribu dan satu hari dipenggilingan padi Empat Jaya ini bisa menggiling 

padi 50 sampai 60 setiap harinya”.
86

 

 

Didalam pengupahan kuli borongan yang ada dipenggilingan padi 

Emapat jaya ini untuk pengupahan kuli borongan setiapa hari berbeda beda 

tegantung dari konsumen dan pasar  apabila dari konsumen dan pasar itu 

pemintaannya banyak maka banyak pula upah yang akan diterima oleh kuli 

borongan tersebut karena kuli borongn tersebut kerjanya yaitu memuat beras 

yang sudah kemasan dari ukuan 5 kg sampai 25 kg kedalam tuk dan itu 

jumlahnya setiap harinya puluhan ton jika hari normal dan untuk 1 tonnya 

upahnya yaitu 15 ribu.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA  

KULI BORONGAN DIPENGGILINGAN PADI DESA SEDAH  

KECAMATAN JENANGAN, KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kuli Borongan Di Penggilingan 

Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Bentuk akad yang terjadi pada pekerjaan kuli borongan dipenggilingan 

padi ini adalah menggunakan akad dimana  akad tersebut dilakukan oleh 

pemilik usaha dan kuli borongan dengan atas dasar pernyataan kemauan dan 

kesepakatan kedua belah pihak serta bukan berdasarkan paksaan dari pihak 

manapun. Perjanjian kerja dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha 

dan kuli borongan dengan menggunakan bahasa lisan tanpa ada perjanjian 

tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. 

Perjanjian tersebut lebih cendrung pada sifat kekeluargaan dan lebih 

menekankan pada asas tolong menolong diantara kedua belah pihak.  

Setelah akad disetujui kedua belah pihak, maka selanjutnya pemilik 

usaha tersebut akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan sistem kerja 

kuli borongan yang ada dipenggilingan padi tersebut dan untuk mengenai 

upah pengupahan kuli borongan pemilik usaha belum bisa menjelaskan 

sebelum kuli borongan tersebut melakukan pekerjaan karena disetiap harinya 

upahnya tidak sama karena semua itu melihat pesanan/permintaan konsumen 

dan pasar, apabila pesanan/permintaan konsumen dan pasar itu banyak maka 



 
 

 

banyak pula upah yang akan diterima oleh kuli borongan tersebut dan 

pengupahanya itu hitungannya dihitung dari perton 1 tonnya upahnya yaitu 15 

ribu maka kuli borongan akan diberi upah 15 ribu untuk 1 tonnya walaupun 

pemilik usaha tersebut belum bisa menyebutkan berapa yang akan diperoleh 

oleh kuli borongan setiap harinya akan tetapi sudah dijelaskan untuk 1 tonnya 

upahnya yaitu 15 ribu, dan setiap harinya dipenggilingan padi Empat Jaya ini 

bisa menggiling padi 50 sampai 60 ton setiap harinya. 

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut islam itu baik dan 

sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Jumhur (mayoritas) ulama 

berpendapat bahwa rukun ija>rah itu sama dengan rukun yang berlaku dalam 

jual beli, yaitu:
87

 

1. Shiqhat yaitu ija>b qabu>l. Yang dimaksud dengan shiqhat transaksi ija>rah 

adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud 

muta’a>qidayn, yakni berupa lafadh atau sesuatu yang mewakilinya. 

2. Muta’a>qidayn (dua belah pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang 

yang menyewakan dan orang yang menyewa. 

3. Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 

konpensasi dan manfaat yang ia dapatkan.
88

 Upah harus jelas, artinya 

sebelum pekerjaan dilaksanakan, sudah ada ketentuan yang pasti, tidak 

boleh gharar.
89
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4. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat 

diketahui.
90

 

Selain rukun-rukun yang sudah dijelaskan di atas, maka unsur yang 

harus terpenuhi dalam akad ija>rah adalah syarat dari ija>rah itu sendiri. Adapun 

syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

1. Adapun mengenai syarat ija>rah yang harus dipenuhi oleh mu’jir dan 

musta’jir (pihak yang melakukan akad ija>rah), sama dengan syarat pada 

akad lainya seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Jumhur 

ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak 

yang melakukan akad ija>rah. syarat-syarat tersebut sebagai berikut:  

a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk 

melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.  

b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang 

diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan 

cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan 

dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.  

2. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut 

kesepakatan ulama adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda 

yang bernilai 

3. Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang 

berkaitan dengan manfaat atau objek akad ija>rah, adalah manfaat yang 
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akan dijadikan objek ija>rah harus diketahui dengan pasti, mulai dari 

bentuk, sifat, tempat hingga waktu.
91

 

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa akad kerja kuli borongan yang ada di penggilingan padi 

Empat Jaya Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang 

mana di dalam ija>rah para pihak sudah melakukan apa yang telah disyaratkan 

didalam ija>rah yaitu yang berakad harus rela melakukan akad tanpa adanya 

paksaan dari manapaun yaitu murni dari keinginan diri sendiri dan kedua 

belah pihak harus mengetahui secara jelas manfaat yang diakadkan guna 

menghindari pertentangan dan salah paham, maka dengan demikian sudah 

sesuai dengan hukum islam, karena sudah terpenuhinya semua rukun dan 

syarat ija>rah. Karena berdasarkan data yang dipaparkan diatas, menunjukkan 

bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam 

akad, seperti shighat kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang 

sesuai dan manfaat pekerjaannya yang diketahui dengan jelas. Sedangkan 

ukurannya juga sudah sesuai, seperti para pihak sudah dewasa dan baligh serta 

perjanjian didasari atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan 

dari pihak manapun.    
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di 

Penggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Bila perjanjian kerja tertuju pada aji>r kha>s, lama waktu perjanjian 

harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian 

dipandang rusak (fasid), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi 

pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.  

Beberapa halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada aji>r mushtarak, 

menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar 

manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti 

memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, 

keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak 

disebutkan sama sekali perjanjian dipandang fasid. Karena dengan demikian 

terdapat unsur ketidak jelasan (gharar) dalam objek perjanjian.  

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada aji>r mushtarak 

pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, 

yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam 

hal ini aji>r berhak penuh atas upah yang telah ditentukan bila dapat 

menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan.
92

 

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk 

memperhitungkan besarnya upah kerja dan cara pembayarannya salah satunya 

yaitu upah kerja borongan. Kerja upah borongan adalah sebuah jenis pekerjaan 
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dimana pekerjaan dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk 

setiap satuan yang diproduksi atau tindakan yang dilakukan tanpa 

memperhatikan waktu (hari,minggu dan bulan) penetapan sistem dimana para 

pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang harus dikerjakan. Upah 

borongan adalah sistem balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang 

diborongkan cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu 

pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja untuk seluruh 

pekerjaan ditentukan suatu balas jasa, kemudian dibagi-bagi antara para 

pekerja.
93

 

1. Pembayaran Harga Sewa  

Menurut Mazhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau 

ongkos secara ditempokan, sebagaimanakah keadaannya. Baik berupa 

benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang 

disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah 

dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu 

terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara 

berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.
94

 

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan 

mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan 

waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. 

Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian 
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masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.
95

 Jika akad 

suatu ija>rah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah 

berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan 

tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam 

Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang 

diterima.  

Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad “Sesungguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (musta’jir) maka ia 

berhak menerima seluruh bayaran, karena sipenyewa sudah memiliki 

kegunaan (manfaat) dengan sistem ija>rah dan ia wajib menyerahkan 

bayaran agar dapat menerima „ain (agar „ain dapat diserahkan 

kepadanya).
96

 

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa 

dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu 

ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau dibayar angsur dalam jangka 

waktu tertentu. Oleh karenanya musta’jir tidak diwajibkan membayar 

harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat 

demikian dalam akad.
97

 

Menurut sayyid sabiq dalam fiqih al-sunnah disebutkan bahwa hak 

menerima perjanjian upah itu apabila: 
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e. Selesai bekerja  

Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw. 

bersabda “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum kering 

keringatnya”  

f. Mengalirnya ija>rah, jika ija>rah itu untuk barang. 

g. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia 

mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak 

terpenuhi keseluruhannya.  

h. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan 

dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat 

pembayaran.
98

 

Dalam praktiknya pekerja yang bekerja dipenggilingan padi Empat 

Jaya pekerja memiliki bagian-bagian pekerjaan tertentu untuk 

memperlancar pekerjaan pengusaha membagi pekerjaan tersebut terbagi 

menjadi empat bagian yaitu: 

a. Bagian pembongkaran dan muat yang dimaksud dengan 

pembongkaran dan muat ialah membongkar padi dari  penjual  ke 

tempat penampungan padi yang ada dan muat beras kemasan ketika 

pesanan datang 

b. Bagian penggilingan yang dimaksud dengan penggilingan ialah 

biasanya pekerja melakukan penggilingan setelah pembongkaran padi 

pada tempat penampungan penggilingan padi.  
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c. Bagian Perkatulan/limbah yang dimaksud dengan perkatulan yaitu 

biasanya padi masuk pada penggilingan akan perpisah antara kulit padi 

dan beras setelah berpisah padi yang menjadi beras akan mengeluarkan 

katul/limbah  dengan melalui poses–poses penggilingan atau istilahnya 

poles yang memisahkan antara beras, limbah merambut dan limbah 

katul.  

d. Bagian penimbangan setelah melalui poses penggilingan padi untuk 

menjadi beras, beras akan masuk pada penampungan dan akan 

ditimbang sesui permintaan  pasar atau konsumen.  

Walaupun sudah ada dan memiliki bagian masing-masing tetapi 

didalam praktiknya kuli borongan tersebut terkadang kuli bekerja di 

bagian yang bukan bagianya seorang kuli tersebut merasa keberatan ketika 

harus bekerja di banyak bagian  dan semua itu atas perintah pemilik usaha. 

Untuk para pekerja yang bekerja di penggilingan padi Empat Jaya 

wajib bekerja 9 jam setiap harinya itu belum termasuk borongan dan 

lemburan. Pekerja mulai masuk kerja mulai pukul 07: 00 sampai pukul  

17: 00 setelahnya masuk lemburan dan borongan. Kuli bekerja sesuai 

dengan pembagiannya masing-masing yaitu bagian pembongkaran dan 

muat, penggilingan, perkatulan atau limbah dan dibagian penimbangan. 

Dan ketika untuk kerja hariannya sudah selesai jam kerjanya maka 

selanjutnya kuli borongan tersebut diwajibkan masuk jam kerja borongan 

yaitu mulai jam 17: 00 sampai malam hari yaitu sampai ketika semua 

pekerjaan selesai dan waktu selesainya tidak sama setiap harinya 



 
 

 

tergantung banyaknya borongan yang ada. Dan ditambah kuli borongan 

tersebut merasa keberatan ketika ada panggilan kerja pada hari libur yaitu 

pada hari minggu. 

Didalam pengupahan kuli borongan yang ada dipenggilingan padi 

Empat jaya pengupahan kuli borongan setiap hari bebeda-beda tergantung 

dari konsumen dan pasar apabila dari konsumen dan pasar itu 

permintaannya banyak maka banyak pula upah yang akan diterima oleh 

kuli borongan tersebut karena kuli borongan tersebut kerjanya yaitu 

memuat beras yang sudah kemasan kedalam truk dari ukuran 5 kg sampai 

25 kg dengan jumlah setiap harinya puluhan ton dan untuk 1 tonnya 

upahnya 15 ribu.  

Berdasarkan dari pemaparan diatas bahwa mengenai sistem kerja 

kuli borongan yang ada dipenggilingan padi Empata Jaya dapat diambil 

kesimpulan  didalam hukum islam bila perjanjian kerja tertuju pada aji>r 

kha>s, lama waktu perjanjian kerja harus diterangkan ketika pada awal 

perjanjian, perjanjian dapat dipandang rusak (fasid) sebab faktor waktu 

didalam perjanjian, bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali 

maka perjanjian itu dipandang fasid karena dengan demikian terdapat 

unsur ketidakjelasan (gharar) didalam objek perjanjian tersebut, walaupun 

begitu tetapi didalam ketentuan sistem kerja borongan dimana pekerjaan 

dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap satuannya 

yang diproduksi yang dilakukan tanpa memperhatikan waktu (hari, 

minggu dan bulan) penerapan sistem dimana pekerja dibayar berdasarkan 



 
 

 

jumlah barang yang harus dikerjakan. Dengan demikian menurut peneliti 

sistem kerja kuli borongan tersebut sudah sah menurut hukum islam hal ini 

dikarenakan didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar 

dengan upah borongan yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan 

tanpa memperhatikan waktu hari, minggu dan bulan, pekerja dibayar 

berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan sistem kerja yang ada dipenggilingan padi tersebut sudah 

sesuai dengan hukum islam maka akad tersebut dapat dikatakan akad yang 

shahih yaitu akad yang sudah memenuhi rukun maupun syarat sah 

akadnya. 

Kemudian untuk segi pengupahannya juga sudah sesuai dengan 

hukum islam karena para pekerja sudah merasa puas dan sesuai dengan 

upah yang ia dapatkan ketika bekerja dipenggilingan padi tersebut karena 

katika pekerjaanya sudah selesai maka pekerja langsung mendapatkan 

upah dari apa yang dikerjakan. 

 

 

  

  

  

  



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi (Studi kasus di 

Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai beikut: 

1. Akad kerja kuli borongan antara pemilik penggilingan padi Empat Jaya 

dengan kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten 

ponorogo sudah sesuai dengan hukum islam, karena sudah terpenuhinya 

rukun dan syarat ija>rah. Karena berdasarkan data yang dipaparkan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang 

menyalahi aturan dalam akad, seperti shiqhat kedua belah pihak yang 

berakad,adanya upah yang sesuai dan manfaat pekerjaannya yang 

diketahui dengan jelas. Sedangkan ukurannya juga sudah sesuai, seperti 

para pihak sudah dewasa dan baliqh serta perjanjian didasari atas 

kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun 

2. Sistem kerja kuli borongan yang ada di Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten ponorogo  bahwa didalam sistem kerja kuli borongan tersebut 

sudah sah akadnya karena didalam ketentuan kerja borongan dimana 

pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk setiap 



 
 

 

satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu hari, minggu dan 

bulan. Pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. 

 

B. Saran 

Di akhir penulisan ini penulis berharap adanya pembaharuan yang 

terkait dengan sistem kerja antara pemilik usaha dengan kuli borongan yang 

ada di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan kabupaten 

ponorogo 

1. Diharapkan pemilik usaha yang berada di Desa Sedah Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo  menjelaskan secara jelas dan terperinci 

tentang semua hal yang berkaitan dengan sistem pekerjaan yang harus 

dikerjakan oleh pekerja 

2. Hendaknya para pekerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo harus lebih teliti terhadap akad kerja baik 

berupa jam kerja maupun pengupahan yang diadakan antara pemilik usaha 

dengan kuli borongan dengan demikian agar terciptanya suatu 

kenyamanan dalam bekerja 
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